
BUPATI CILACAP, 

Menimbang : a, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) 
dan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 
5 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Cilacap, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan 
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020; 

b. bahwa_ berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Kantor 
Jasa Penilai Publik Salam & Rekan Semarang sebagaimana 
tertuang dalam Surat Nomor: 00042/2.0159-00/Pl/11/0367/1/ 
IV /2020 tanggal 1 April ~020 perihal Laporan Pekerjaan Kajian 
Tunjangan Perumahan Untuk DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 

· Anggaran 2020, diketahui bahwa besaran tunjangan perumahan 
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan .dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 sudah 
tidak sesuai dengan kondisi rill sehingga perlu untuk diubah dan 
disesuaikan; · 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2020; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2020 
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP 
TAHUN 2020 

TENT ANG 

BUPATI CILACAP 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN _B"!:JPATI CI_LACAP 
NOMOR ,..~ 0 "TAHUN 2020, 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 



Pasal 1 
Memberikan tunjangan perumahan berupa uang kepada Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang besarnya clitetapkan 
sebagai berikut: 
a. tunjangan perumahan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Cilacap sebesar Rp 13.869.000,- (tiga belas juta delapan ratus 
enam puluh sembilan ribu rupiah) per bulan; 

Pasal I 
Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 
2020 Nomor 2) cliubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TUNJANGAN 
PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 
2020. 

MEMUTUSKAN: 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Seri D Nomor 
7) sebagaimana telah beberapakali cliubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Nomor 14); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Ka bu paten Cilacap Nomor 140); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 6); 



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR "'f 4 Q 

FARID MA'RUF 

Diundangkan di Cilacap , . 
pada tanggal ·2 8 SEP 2020 

CILACAP, 

TATIO $( PAMUJI 

Ditetapkan di Cilacap 

pada tanggal ' 2 8 SEP 2020 . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

b. tunjangan perumahan untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Cilacap sebesar Rp 12.040.000,- (dua belas juta empat puluh 
ribu rupiah) per orang per bulan; 

c. tunjangan perumahan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Cilacap sebesar Rp 10.454.000,- (sepuluh juta empat ratus lima 
puluh empat ribu rupiah) per orang per bulan. 

 


